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'PERATURAN BUPATI SEKADAU
- NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG .

* SISTEM DAN P[ROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SFKADAU

J

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-k
.

BUPAT! SEKADAU

‘Bahwa dengan dltetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Sekadau. Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten
Sekadau sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat
pengahhan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau;

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak ‘Daerah Kabupaten Sekadau, maka dalam

pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

sebagai hagian dari Pajak Daerah Kabupaten Sekadau periu
disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sekadau, dengan
Peraturan Bupati;

Uﬁdarig-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

‘Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor, 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Uridang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
lndonesna Nomor 3589 ),

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroiehan
Halk Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688),

Undang — Undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Penaglhan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 3987);
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Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perclehan
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 3988); :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuiangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi
Kalimantain Barat (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran HMNegara Republik
Indonesia Nomor 4344 ).

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor §, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4355)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan’
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor €6, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dajerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimiana telah diubah beberapa kali yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kefiga atas Undang — Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47744);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retnbu31 Daerah (Lembaran' Negara Republik Indonesia Tahun
2009 ‘Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) ;

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman_
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan, Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemeyintali Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran
Nedara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor €2, Tambahan
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Menetapkan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia
Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif Dan Pemberian Xemudahan Penanaman
Modal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 88); |

20. Pefraturan -‘Menteri-Dalam' Negeri-Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

22, Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.17/2010 dan Noror 53
Tahun 2010 tentang Tahapan Pengalihan BPHTB sebagai Pajak
Daerah.

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008
tenbng Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Sekadau {Lemharan Daerah Daerah
Tahun 2008 Nomor 7); :

24. Pe[aturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau ( Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 8 ) sebagaimana telah diubah denagn
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 (l.embaran Daerah
Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 2).

!

MEMUTUSKAN:

: PERAfURAN BUPATI SEKADAU TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

DAN B}\NGUNAN"DI-KA"BUPATEN SEKADAU.

BAB | -
KETENTEUAN UMUM
L : Pasal 1

Dalam Peréturan Bupati Sekadau'ini yang dimaksud dengan:

1. Daera\'l adalah Daerah Kabupaten Sekadau;

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten
Sekadau;

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah
oléh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Sekadau:

5. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau, yang
selanjutnya disingkat Dispenda adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Sekadau yang diberi kewenangan dalam
pehgelolaan dan penarikan Pajak Daerah di Kabupaten
Sekadau;

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sekadau;

7.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya
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dlsmgkat BPHTB adalsh pajak yang dikenakan atas perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan;

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pértanahan dan bangunan;

Wajib Pajak BPHTB adaleh orang pribadi atau Badan yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
Badan adalah sekumpuian orang can/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badar usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
o aﬁlsas: sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya teunasuk kontrak investasi kolektif dan
béntuk usaha tetap;

Péjabat Pembuat Akta Tanah yang selanjuinya disebut PPAT
adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk
membuat Akta Otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengena: Hak atas Tanah dan/atau Hak Milik atas Satuan
Rumah Susun.

Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang, yang selanjutnya
diéingkat PPAT / PL adalah pihak yang berwenang menerbitkan
All(ta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau adalah Kantor yang
membidangani urusan pengelolaan data base pertanahan di
Kabupaten Sekadau;

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mbmpertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD,

Bank dan/atau Bendahara Penerima Dtspenda Kabupaten
Sekadau adalah pihak yang ditunjuk menerima pembayaran
BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

Dokumen atau Akta terxait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah dokumen atau akta yang menyatakan telah
tefjadinya peralihan dan perolehan hak atas kepemilikan tanah
dan/atau bangunan. Dokumen atau akta ini dapat berupa Akta
Jual Beli, Akta Hibah, Surat Keterangan Waris, Risalah lelang,
Sdrat ‘Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dan lain-lain yang
memiliki kekuatan hukum;

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya
dlSlngkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
dtgunakan untuk melakukan' pembayaran atau periyetoran pajak
terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan;

Surat Ketetapan Fajak Daerah Kurang Bayar, yang sefanjutnya
dlsmgkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
admlmstratlf dan jumlah pajak yang masih harus dibayar:
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Shrat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumiah
kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
m‘_empetulkan kesalahan tulis, kesaiahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
pérundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat. Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Kéetetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat' Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Waijib Pajak;

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan hukum / peristiwa hukum peralihan dan perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain;
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
ke;pada Wajib Pajak serta perigawasan penyetorannya;

BAB I
RUANG LINGKUF
Pasal 2

Siétem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh
rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima,
menatausahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB.,
Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. i Prosedur perhitungan dan pembayaran BPHTB:

|
|
|

b. | Prosedur penelitiann SSPD BPHTB;
¢. | Prosedur pelaporan BPHTB:

d. . Prosedur penagihan;

e. | Prosedur pengurangan; :

Prosedur perhitungan dan pembayaran BPH1B sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur perhitungan dan
pembayaran pajak terutang| yang dilukukan oleh Wajib Pajak
dengan menggunakan SSPD. BPHTE.

|
X |
Lo !
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P!rosefdur penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat /(2) huruf b adalah :prosedur verifikasi yang dilakukan
Dispenda atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan
dokurnen pendukungnya.
Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c adalah prosedur pelaporan iealisasi penerimaan
BPHTB dan akta pemindahan hak.
Prosedur penetapan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dan Surat
Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah
prosedur penetapan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dan Surat
Teguran yang dilakukan oleh Dispenda. :
Prosedur penetapan  Surat Keputusan  Pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur
penetapan persetujuan/penclakan atas pengajuan pengurangan
BPHTB yang diajukan oleh Waijib Pajak.

: Pasal 3

Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perndapatan Daerah

melaksanakan fungsi yang dibutuhkan meliputi:

a.! Fpngsi Pelayanan dilaksanakan oleh Bidang Pendataan dan
| Penetapan,;

b.| Fungsi data dan informasi dilaksanaken oleh Bidang
t Pendataan dan Penetapan.

c.!. Fungsi pembukuan danipelaporan dilaksanakan oleh Bidang
i Pembukuan dan Penagihan .

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

bertugas melakukan interaksi dengan waijib pajak dalam tahapan-

tahapan pemungutan BPHTE seperti dalam proses penelitian

SSPD dan proses pengurangan BPHTB,

Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.

Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi

Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-

pihak lain yang ditunjuk. ‘

; BAB IlI
;  OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BPHTB

P Pasal 4

Ot:?jekf Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ad?lah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Objek' Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

se;baghimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.; Juel beli;

b.: Tukar menukar;

c. . Hibah;

d. | Hibah wasiat;

e. | Waris;

f.  Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
g. | Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan:

h. . Penunjukan pembeli dalam lelang;

Lo,

. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
. hukum tetap;

j- i Penggabungan usaha;

k. ! Peleburan usaha:

l. : Pemekaran usaha; atau
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2)
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m. Hadiah; _

n. Pemberian hak baru;

o! Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak; atau
Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. hak milik; 5

b. hak guna usaha; '

c. hak guna bangunan;

d! hak pakai; :

e! hak milik atas satuan rumah susun; dan
f.| hak pengelolaan; '

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas
Tgnah dan/ atau bangunan adatlah objek pajak yang diperoleh:

a. Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan azas
- perlakuan timbal balik;

b‘ Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau
, untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c¢. badan atau perwakilan lembaga internasional yang

ditetapkan dengan Peraturan Men'eri Keuangan dengan
syarat tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan
organisasi tersebut;

|
|
|
|
. d| orany pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena

perbuatan hukum lain dengan tidak adanya peribahan
nama;

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan

f §

.+ orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan
; ibadah.

L Pasal &5

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanan dan Bangunan
adalah orang pribadi atau Badan yang mamperoleh Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah_orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah nilai perolehan
objek pajak Tanah dan/atau Bangunan diatas NPOPTKP.

o BAB IV
. SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
i Bagian Pertama

l Perhitungan dan Pembayaran BPHTB
: Pasal 6

Wajib' Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak

Daerah BPHTB yang blankonya disediakan oleh Dispenda.

Blanko ESPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini terdiri dari atas 5 lembar, dengan perincian sebagai

berikut;

- Lembar 1: Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran.

- Lembar2: Untuk arsip Dispenda.

- Lembar 3: Untuk arsip pembayaran di Bank atau Bendahara
o Penerima Dispenda.

- Lembar4: Untuk Kantor Pertanahan.



3)
4)

5)

8)

1)
2)

3)
4)

1)
2)

1)

2)

3)

4)

- iLembar 5: Untuk PPAT / Notaris / Ka Kantor Lelang / Pejabat
f Lelang.

Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan

menggunakan SSPD BPHTB.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

o!:eh Wajib Pajak melalui Bank atau Bendahara Penerimaan pada

Dispenda. : :

Tata cara pembayaran BPHTB oleh Waijib Pajak adalah

sebagaimana tercantum dalam lampiran | yang tidok terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini. :

Bentuk, Isi dan Tata cara pengisian Form SSPD BPHTB oleh

Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran !

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

P Bagi:'an Kedua
' Penelitian;SSPD BPHTB

Pasal 7

Setiap pembayaran BPHTB 'wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan

Dispenda.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.; Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
: dan

b.. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan pemeriksaan lapangan.

Bentuk isi dan Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Fungsi

Penelitian Dispenda adalahi sebagaimana tercantum dalam

lampiran il yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan BPHTB
Pasal 8

Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan Dispenda. '
Pe;lapbran BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang
reglisa?si penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan
Asili Daerah (PAD). '

; Pasal 9

Fu;ngsi Pembukuan dan Pelaporan Dispenda menyiapkan
Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank
dan/atau Bendahara Penerimaan Dispenda dan/atau PPAT
dan/atau Notaris dan Pejabat Lelang.

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan Dispenda menerima laporan
penerimaan BPHTB dari Bank dan/atau Tempat Lain yang
Ditunjuk dan/atau Bendahara Penerimaan paling lambat pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikitnya.

Fupgsi Pembukuan dan Pelaporan Dispenda menerima laporan
pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
dari PPAT dan/atau Notaris dan Pejabat Lelang paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Beptuk isi dan Tata cara pelaporan BPHTB adalah sebagaimana
tergantlum dalam lampiran lll yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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1)
2)

3)

4)

1)

2)

\ Bagian Keempat
L Prosedur Penagihan BPHTB
v Pasal 10

Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang
yang belum atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak.
Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau SKPDKB
dan/atau SKPDKBT.
STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat ditkuti dengan Surat Teguran
dan/atau Surat Paksa jika diperiukan.
Bentuk isi dan Tata cara penagihan BPHTD sebagaimana
tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
|
; Bagian Kelima
5 Pengurangan dan Prosedur Pengurangan BPHTB

- t Pasal 11

Untuk keperiuan investasi dan/atau dalam hal-hal tertentu objek
pajak, Bupati dapat membierikan pengurangan pajak terutang
BPH1B. ;

t

Pengurangan pajak terutang BPHTB sebagaimzna dimaksud

dalam ayat (1) dilaksanakan.pada :

a, Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan
: karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan
| diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan

Objek Pajak yaitu:

1, WP orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui
program pemerintah dibidang pertanahan dan tidak

. mempunyai kemampuan secara ekonomis diberikan

¢ pengurangan sebesar 75 (tujuh puluh lima persen)%;

! 2. WP Badan yang mempamleh hak baru selain HPL dan

I telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik

lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat

pernyataan WP dan keterangan dari pejabat setempat,

diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseny);

: 3. WP orang pribadi yaryg memperoleh hak atas tanah atau

| | banguman Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun

| Sederhana serta Rumah Susun Sangat Sederhana

|

|

!

- (RS8) yang diperoleh langsung dari pengembang dan

. dibayar secara angsuran diberikan pengurangan sebesar
25% (dua puluh persen);

. 4. WP orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang

mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat keatas atzu satu derajat ke

bawah diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puiuh
persen); j

c.; Kondisi WP yang ada thubungannya dengan sebab-sebab
+ tertentu yaitu: '

! 1. WP yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian

.| dari hasil ganti rugi Epemerintah yang rdlai ganti ruginya

dibawah NJOP PBB diberikan pengurangan sebesar 50%



s

(lima puluh persen); .

| 2, WP yang memperoleh hzak atas tanah sebagai pengganti

+ ' atas tanah yang dibebaskan oieh pemerintah untuk

kepentingan umum diberikan pengurangan sebesar 50%
! (lima puluh persen);

3. WP Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan
- moneter yang berdampak Iluas pada kehidupan

parekonomian nasional sehingga WP harus melakukan

restrukturisasi usaha dan atau utang sesuai dengan
kebijakan Pemerintah diberikan pengurangan sebesar

; 75% (tujuh puluh’lima persen); :

. 4. WP yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan
yang tidak berfungsi lagi sepeiti semula disebabkan
bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti:
kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung
meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu

. paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta

' diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);

. 6. WP orang pribadi Veteran, PN3, TNI, POLRI, Pensiunan

; PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawvan FOLRI, atau

i janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan

atau bangunan rumah diras pemerintah diberikan

: pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

. 6. WP Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

: yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan
dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota

' KORPRI/PNS diberikan pengurangan sebesar 100%

(seratus persen); -

WP badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi

dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan

atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya
selaku pemegang sazham tunggal sebagai kelanjutan dari
pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang
~Kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi diberikan pengurangan sebesar

50% (lima puluh perszn);

. 8. WP yang domisilinya termasuk dalam wilayah program
rehabilitasi dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas
tanah dan atau bangunan melalui program pemerintah
dibidang pertanahan dibeiikan pengurangan sebesar

; 100% (seratus persen);

d. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan

~ sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk

* mencari keuntungan antara {ain untuk rumah ibadah, panti

_asuhan, panti jompo, rumab yatim piatu, sekolah yang

- ditujukan untuk tidak mencari keuntungan, rumah sakit

- swasta milk institusi pelayanan sosial masyarakat diberikan
- pengurangan sebesar 100% (seratus persen);

Pasal 12

1) P_engurapgan BPHTB digjukan oleh Wajib Pajak dan
disampaikan kepada Fungsi Pelayanan Dispenda untuk diteliti.
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Lampiran! . PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR  :19 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 OKTOBER 2011
TENTANG - : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
. HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SEKADAU

PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BPHTS

I
H i
1

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur perhitungan dan pambayaran BPHTB adalah pioses perhitungan nilai BPHTB
terhutang yang dilakukan oleh penerima hak atas tanah dar/atau bangunan, dibantu
dengan PPAT yang dilaniutkan pembayaran BPHTB pada Bank atau Bendahara
Penerimaan Dispenda.. -

Dalam prosedur ini penerima hak atas tanah dan/atau bangunan dibantu dengan PPAT
.melaksanakan perhitungan:sendiri BPHTB terhutang berdasakan pada nilai transaksi atau
atas tanah danfatau bangunarn tersebut, selanjutnya penerima hak atau kuasanya dari
tanah dan/atau hangunan melakukan pembayaran dengan melakukan penyetoran ke
rekening kas daerah baik secara tunai atau transfer melalui Bank dan/atau secara tunai
melalui Bendahara Penerimaar: Dispenda. Dalam hal pembayaran melalui transfer maka
pembayaran baru dapat diakui jika dana yang ditransfer sudah mastik kedalam rekening
Kas Daerah.

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam perhitungan dan pembayaran BPHTB adalah sebagai

herikut : .

1. Wajib Pajak BPHTB (penerima- hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara
kedua belah pihak (yang menyerahkan hak dan:penerima hak). Dokumen pendukung
ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, kwitansi
dan lain-fain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah ‘dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan
dokumen pendukung lainnya.

2, Wajib Pajak BPHTB baik sendiri atau dengan béntuan PPAT, berdasarkan data atau
dokumen yang ada melakukan perhitungan BPHTB yang terutang. Hasil perhitungan
diisi dalam belanko SSFD BPHTB vyang diterima dari Dispenda, kemudian
ditandatangani. SSPD pPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak BPHTB yang terutang ke Bank
dan/atau Bendahara Penerimaan Dispenda.

3. Dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak BPHTB yang terutang ke Bank
dan/atau Bendahara Penerimaan Dispenda, Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB
kepada Bank dan/atau Bendahara Penerimaan Dispenda, mengisi Bukti Penerimaan
BPHTB (BPBPHTB) yang disediakan dan pada saat yang bersamaan Wajib Pajak
kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank dan/atau Bendahara
Penerimaan Dispenda.

4. Bank dan/atau Benqahara Penerimaan Dispenda menerima SSPD BPHTRB, BPBPHTB
dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak, kemudian memeriksa
kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang
dengan uang pembag;yaran: yarg diterima dari Wajib Pajak.

5. Bank dan/atau Bendahara Penerimaan Dispenda menandatangani serta mengecap
SSPD BPHTB dan' BPBPHTB, membukukan penerimaan setoran BPHTB dengan
nomor dan tanggal kas penerimaan serta meiakukan validasi pelunasan pembayaran
pada lembaran forn SSPD BPHTB. Pihak Bank dan/atau Bendahara Penerimaan
Dispenda akan mengambil dan menyimpan lembaran 3 form SSPD BPHTB dan
menyerahkan Iemba'ran 1, 2, 4 dan § serta arsip BPBPH1B kepada Wajib Pajak.



6. Wajib Pajak mer';erima SSPD BPHTB lembar lembaran 1, 2, 4 dan 5§ dari Bank
dan/atau Bendahara, Penerimaan Dispenda serta arsip BPBPHTB dan kemudian
melakukan proses berikutnya, yaitu pennohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi

Peiayanan di Dispenda.

C. BAGAN ALIR
PROSEDUR PERKITUNGAM DAN FEMBAVARAN EPIITB
olib Paja

" . Bonk/ Bendahara
- Pgnerima Dispenda

* JWajib Pajak BPHTB Imenylaphan
dokumen  pendukung  terkait
perolehan hak atas tanah dan/atau

. Menylapkan dokumen .
Perojchan hak atas tanah
dan foteu bangunen -

bangunan : :

Wajib Pajak BPHTB sendiri atau
dengan PPAT . melakukan
perhitungan BPHTB ya‘ terutang,
menglst  dan menadatanganl]
belanko SSPD BPHTB

Menghitung BPHTB dan mengisl serta
menandatangs Blake SSPD BPHTB

| |
3. |wajib Pajak atau| kuasanya|
meryerahkan SSPD BPHTB kepada
Bank danfatau  , Bandahara
Penerimaan Dispenda, menglsi
Bukt! Penerimaan. BPHTB
(BPBPHTB), menyerabkan uang
untuk  pembayaran!  BPHTB
terutang. i

1

- _Menyampalkan SSFD
-~ BPHIB Blanko = |——f-oorem -

|
4. |Bank atau Bendahara Penerimaan
Dispenda menerima 55PD BPHTB.

Menerima SSOP
BPBPHTB dan vang pembayaran BPHTS, BRUPHTE
BPHTB, memeriksa kelengkapan . danUang sotoran- "
pengisian SSPD  BPHTB  dan pr—————;
. kesesuaian besaran nllal BPHTB
terutang dengan uang
pembayaran. |

5 o \L

Bank atau Bendahara Penerilmaan M-2nandatangan!
Dispends menandatangani serta ] . 1.1 eanmengscap
mengecap SSPD  BPHTB  dan [ Formulir $SDP
BPEBPHTE, membukukan setofan BPHTE daa BPBFHTE
BPHTB mengambil dan énenylmpan
lembaran 3 form SSPD BPHTB dan
menyerahkan lembaran 1, 2, 4 dan ; ’
5 serta arsip BPBPHTR kepada . ‘ |
Wajih Pajak.
; |

6. |Wajlb P2jak menerima SSPD BPHTB| 1= L = ¥
lembar [embaran 1, 2, 4 dan 5‘ dari Formullr SSPD BPTHB ‘ Formulir SSPD
Bank  dan/fatau Bendahara) {  lembar1,2,4,5 Sartn _ BPHTB Lembar 3
Penerimaan Dispenda serta arsip ar3lp BREPHTE J

RPRPHTR .

)

f
|




im

D. CONTOH FORM BPBPHTB

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD BPHTB )

Lembar1

Untuk Waijib Pajak
sebagaf bukdi

PEMERINTM KAGUR/OEN SERADM
DINMPEND RPAIAN DRERMH |
A, Bardeha Timyt %o, 184
TAp. {0364) 41948 Sakndau

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BlIMI DAN BANGUNAN (SPOP rBB)

pembayaran

Perhatian : Bacalah petunfuk pefagisian pada halaman belakang lembar [ni tereblh dahulu

A 1. Nama Wajib Pgfak [

HENEEEEEEN

NN

2. NPWP

L]

3. Alamat Wailb Pojak :

4. Kelurshan f Desa

6. Hecamatan

5, RT/RW :

7. ¥ebupatan/Kota ‘ B, KodePos : D:ED:’
2 1. Nomorcomeeasceriesa [ | ] (1] [ [ 1] [ []] 111 O

2. La\akfmahd‘inmwam-'.

3. Kelurahan!Desa 4. RTIRW

5, HKecarne'an i B. KabypalenKola
Perhitungan N.OP P35 g :
Luas . NJOP PBB/m2
Uraisn r&iwmwdnh;a-'-ﬂ’m“ﬂr- mumh::::mmrmm.m Luas x NJOP PBB/mM2
Tanah ( bum) |14 N B L e .. [T
Bammﬂ : A T m ? 10 Rp .: P P TP TP T rr ey 12 Rp I 2k B.x anpka 10
nioppEs : [131% anga 11+ ongia 12
15. Jenis perolehan hak stes tash dan besgunan  ; ED $4. Hewga Transaksi/Niial Pasar : Fi-p_ - |
18. Nomor Sectikat I
C. |[PENGH!TUNGAN BPHTB { Hanya 5! berdasarkan penghitungan Wallb Pajak) T Qatam Rupiah
Nilel Perclehan Qbjek Pejai (NPOP )« 1
Nilsi Peroishen Objek Pajak Tiisk Kera Pajak | NPOPTKS ) 2
Naaimmmmjtk?qakxanapq?kcnpgpxpj snga t—sngke? | 3
Isaa Porolohan Hak stas Tanch dantangunsm yangtentang SPhegiad 4
!Pengenean 50% karona warts /hibgh :wulaupambarlaq Pak pengalotaan 4 stk xongad | 5
iBaa Perolehon Hak atas Tenkh uanBegmgunnnynnglmus Ehayar 8
D. Jumigh Setoran berdasarkan Untuk disotorkan ke rekening Kas Dassruh pada Bank Kaltar No. Rakening
D o. Perhiungen Web Pajek |
'[:] b.STB/SKBKB/SKBKET®) Nomer Torggel ;
D ¢, Pengurengan dihitung sendirkerena ° I:[:I
[ a '
Dangan angka : “ . Dangan Hunf:
[Re. i
") Comt yang idak perdu
WAJB PAIAK/ PEVETOR | MENGTAHUI DITERMA OLEH KEFALADINAS PENDAPATAN DAERAH
i PPAT/NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BFHTB KABUPATEN SEKADAU
RE:1 o -
’
Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nema Lengkap, Stempel dan Tenda Tangsn { Nama Lengkap, Siempol dan Tanda Namz Langkap, Stempel dbn Tanda Tangan
Honmainoen mmu_l[_l_ll_l_l_]_l ) LT 1]
Kab Sekedau “NoP PSS HEREENEEN Hijlllljlj[j




PETURRIX
w  Fermyliein terdiri dari 5 (ina) rengiep. Lamber pertama urtuk Wajth Pejok (WFT sbegal Dubll pambayzrar; Lembar kedus untu  k Dispenda kob Sekedzu diszmpaikan oleh WP: Lembar katiga umtuk
Kantor Penerimaan Pembreynrean {Bank Kalbor/Ter pat lain yang ditw njuk; lember ke pmpat untuk KPP Pretama: dau Lembar ke lima untuk PPAT/Motasts/Kepata Kentor Lekang /Kepela Kantor
Pertanghan Keb Saimday
»  [fodeh S5 i desgmn hund eetak, capitel stea dikstic
w  Bunaken saty 534 untuk setiep sotorsn dan sothp ferés pe rulehen et atas susty tensh dan atey bangunan,
w  Formdie in) depat fuga digumaken untsk prmbsayarcn ates seatu pembstudan atay pasguighapan ketidak henaran panghitusgan WP,
DARA )

PENGIEUN :
Hurd A Dist dangan

dam WP

Muiahim:.ﬂwm\nﬁm tos
Huruf B Uuﬂdmanﬂmdmpismmhm}mlamsmbdaﬂmbmmmm
A

Angii: Usdephad
AngisTs.d angh 3

Ditsl dintgan Nrenor Cbisk Paiak (NOP) yang tercantum dolam SPTT PER etas tansh dan ata kanguna yang kersanghiten,

D demgan latak tenzh don etaa bangunan yang hatmy dinerdleh, e s

Meripakan tabel wrtuk menghiting HUOP PEB alss tonsh den stz bangunan yeng heknye digarieh,

Pada kefom engka 3 dan (T agar disebution tefun SPAT PRB seat terjodi paralehan.

Datom hal W.OF P83 boken ditsteptansbelum sda SPPTPRE. ongha 8 dan gogha 0 diisi berdesorkan syrat katerangan RADP  PRA yang diterbitkan cleh

Kepata Xantor Petayanan PHEAXPP Protsma Senpgeu.

Dést dengam I:amu transeksi yang terjedi/harga troneekst yang toreastum a‘alam Riselah Lefang/rilai posar objek tarsebut,

Qiixi: mummm hrangoran, Bebagn bertn

T Y | Jens PerciEh ek BL
.,mmwmmmw UB_'I s Pemefaren sahr IZ
o » Pemizahian hak yang mengsidbethen perefihan 0 1o Hadih
012 |, Pewnjukon pemher delom Isfang 3 ! Ptk rahsdstis st RS b PR 1
[ix] o Petsksgezan pubrsan bekim yang mempuoryad Eebuatan hukomtetep 09§ Gersufisidi}
U |, Pargsbuoge ischa i |4 Pemberion HokBaru
05 o Pelelmran usale . | o Pembsrian hek baru sebagel kelanjutan pelegnsan hak il
. Psmhamn I\ai bery sabsnm 'lelanman pelepazan bt
i

diatm o8 Herien Fremuks F 3 tentang pengadaan periaanen dan
Fﬁ\nﬁﬁh?wrﬁmnhwm:ﬂah t!nbah denuan hnmmn ‘Isnmn Pmuiman dan Pmm\‘l"mh iﬂflPTSfHI?u[I& dan Rumah Snﬂsd&rﬁm yang difakuken

pemmckings desgan deturom
mefahul Kradit Pemdikan Rumah bersubeidi (KPR Bersubsii) yung pembengqunannya mengwur pade Peraturen Metori Pekerias Unrum No.E0/PRT/992 tentang persyareton Taknis Perhiagunan Rumah Sustn,

Mchllﬁ
Hund B

Anglal
Angla2
Angka 3

Mo d
Angla 5

Kigin B

Direl dangan nomar gertilitat tansh

dengan menghitung Bea Perpiehan Hak Atas Teazh den Bangunan (BPHTB) ofeh WP
[?a]amPa'SSB digumaen uted setoran berd zesrkan ST6/SKBKE/SIBKBI sebagai.nana huruf b atau berdoserken huruf 0d, burut C tidak diisi pecu

Midei Peroichan Dbjsk Pojak (KPOF) diis! dengen harge transobsl/rilsi paxar chizk pajuk ubagaimanu huruf B angka 14, Namun, Dalam hal NPOP tarse but dsk distehin
Atmy Lebéh randzh dal HJGP PEB maka NPOP diis] dangan HJOP PR sebagimana humd B ang
[lési xesuai dengan basecrya NPOPTRP ¥ota Seboday. yang ditstaptan oleh Kepala Oinas Fmd. uatan Qaersh¥sb Sahadau atas nema Bupati Setadauiinforrasi mengenai
besgryz KPSRTKR dopat diperuloh mefatul Dinas Mendepaten Dsersh Kab. Sakae‘au
Euhm Jdlas
il dangan hasl porilien ertera KPOPTER (eoglad) dengan tarit papk u'mnr 5% {ryuni payat BT Ul Ko.28 feln 2079}
Diisi dadsm ha! WP memperoish hat atas taneh plsw bengunian kerena 'nm wtay hitveh wusial aley pemebarian hak penpelobaan.  dangsn hitungan sebesar S0% X
PBHIB yany tarutang {engha 4), epabila WP adatale
3  Pensrenewacls atau hibeh wasiat stey
% Penswina hak penggktsen yang bokan Bepaﬂmnan Lemhags Pamerintsh Kon Laparteman, Perda Provinst. Fimda $nbupaten/tote. Lembuga Penerinish |zimya,
en Ferum Perumeas
{his] -Sama dugan enghe 5, datam hef WP mamparuleh  hak slus tansh den atay beagunan karena waris/hioh wasial/pemberian hak sengedolaan.
-y hil;lngan angka 4, dotem hal WP mampareieh hak atos trsh dan stou bangunsn selein waris/hibak wasiet/ pembarian hak pangelokes sahagaamana
Dlima da sngla .

YundD  Dist dangan member tands I pada i.nta yany gesusl dangan Caser satoren pajk/selsi admaistrast bardagartan :
Mamnt peaghitungan bur B

Hurt . WP gebogaimany
Horet b, ~Wermrt Suret Togihan Bea Peruehan ak Atzs Tonsk dan Banguon (STBY: atay
~Memusut Surwt Xatetopen Bag Perolehan Hek Atas Tansh den Bangunan Kureng Bayar (SKRKB): atso
~Kanurut Suret Ketwtapen Bea Parcishen Hak Ates Tanah dun Bapmunen Yureng Emr Tembahan (SKAAT),
Hurd e um:&mummmwmmpww yarg terutong karens:
Wizan Pargareian LG #asan Pengurangen X | o5 |
L Kmfd !zﬁmmw yeng eds hubugarmya dengen Ibjek Pk A it g. WP orang pribadi Yetaran, #KS, THL POLRL persiunan PKS. % ;19
tnempersieh hak bary valehd progrem pemarintsh | 79% 1 - purnawirawen TR, punewirewan POLRL tau jenda/duda nys yaug ;
m&zﬁdakmnpmm kemarzpiuen secars ekonamis. : mempercich hak sias tansh dan atau bangunan rumah dinas

hwwwmmmmmmmmmmmm % 2

i

i

surat pereyetsan WP daa keterengeh dan pejohat satampat. memgertieh hik atas tanzh dan stey ba?man datem rangks ]
Sedarhean {RSS) yang dveroial brgzung dert janpenthang dzn dibayar il
i

1

4 W yang mamparnish hak atex tensh dan ata bangunan yeng tidek bechngsiy 5% 1B %) Busarmys persentese pangurangan bardosarken kaputusan Menter
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Lampiranil . PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR ;19 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 OKTOBER 2011
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
| HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SEKADAU

! :
PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPIHTB merupakan proses verifikasi
kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam
SSPD BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran
BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB melaiui Bank dan/atau Bendahara
Penerimaan Dispenda. Penelitian SSPD BPHTP dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di
Dispenda. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka
Fungsi Pelayanan Dispenda akan menandatangani serta memvalidasi form SSPD
BPHTB.

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah-langkah teknis dalam penelitian SSPD BPHTB adalah sebagai berikut

1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan

untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:

a. SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daeiah (NTPD) dan
telah di cap oleh Bank dan/atau Bendahara Penerima Dispenda.

b. Bukti Penerimgan BPHTB (BPBPHTE);

c. Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Izin
Mengemudi/ Paspor);

d. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

e. Fotokopi Kartu! Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal
transaksi warls;

f. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

g. Kwitansi Pembelian,

’ h. Dokumen: pendukung lain yang diperlukan;

Waijib Pajak mengisi dan menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD
BPHTB yang disertai dengan SSFD BPHTB dan doxumen pendukung kepada Fungsi
Pelayanan di Dispenda’ ;

2. Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, kemudian mengkiarifikasi data
objek pajak tersebut berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB
yang diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Fonn
Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

3. Fungsi Pangoiahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi
Pelayanan dan kemudian memberikan data yang dibutuhkan dari sistem database
objek pajak. Data tersebut dituliskan dalam form pengajuan data dan diserahkan
kembali kepada Fungsi'Pelayanan.

4. Fungsi Pelayanan: menerima Form Pengajuan Data tersebii untuk kemudian
melakukan pemeriksaan kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan
dokumen pendukung .SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi
Pengolahan Data & Informasi. Dalam kondisi tertentu, Dispenda berhak melakukan
penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata
cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

5. Selelah memua kébenaran infformasi  objek pajak dalam SSPD BPHTB dan
kelengkapan dokumien pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan memvalidasi
SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 4, dan 5), mengarsipkan SSPD BPHTB (lembar 2)
sebagai dokumentaqn serta SSPD BPHTB (lembar 1, 4 dan 5) kepada Waijib Pajak.




6. Wajib Pajak meneri:ma SSPD BPHTB (lembar 1, 4 dan 5) dari Fungsi Pelayanan.

i

6. Fugsi Peayanan menandstangasi SSPDERHTB
dnmenyerahayalepadi Wb Peie. |

;P
SSPDERTE
A

m“"”i 0 I}W]
S ,BPHTB ST
= | ozt

BAGAN ALIR |
. i . | Fungs Pengpan Do
Urdan ' Fungsi Pelayanen e i
— e e e e i
1, Wajb Pk selsky penerima hak menyiabkan
dokeumen skt peneldan SSPD-BPHTB, Wafh Paja
e mengiden Fumifi  Pemaien |
Peoelin SSPDBPHTB yany ampti dengen -
SSPIMBPHTB lembar 1, 2 3, 61 4, dan dmen :
ipendufang fanya ke Fings Pelayanan ‘ I g
‘ "l‘ [y 1% !
| i (=
I LT
| | .
: s . J
D Bodasaken Fomdy Pomchorsn Penellen] S s
SSPOEMTB ye dieine, Fngs Poiren ‘ e
mengaiken dala ekt otk paiak kepada Fimgs | |
Penguizhan Dala & Infomast tengen mengruraien 'l A
Form Pengajuan Deta. B ir:::m: R
‘ i | om (L P”['gm i f%@f
" Fingsi Peogochen Dea & Iromes! menyedioan] , R L
mmtmmmmm | e
Ralia B T R
S [ | [ Fem L ETM.W]
4. Fungs Pengolton Da & Irfomes mengid Gt ol S il
it ik o Fom Penien D i NS e ]
Pengoltan Dol % formas emuten menyeean 1 [T |
Fmergon it s Pl | - L{':mi
5 Fungs Pelayanan meneli SSPDPHTE dn |
yiangin penang hsrton o ik et
mpudzmmﬁmpamnama | ;'
Informasl, ?




D. GONTOH FORM PENELITIAN SSPD BPHTB, FORM PENGAJUAN DATA DAN FORM
OBJEK PAJAK.

- FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHT3

Lampiran : 1{satu} set
Hal : Penyampalan SSPD BPHTB untuk diteliti
Kepada Yth,

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau

Yang bertanda tangan di bawah Ini:
Nama Wa]ib Pajak

NP I"T_l [T1] LI LT LTI

Alamat

Bersama Ini menyampaikan SSPD BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan
sebagal berikut ; ;

NOP hJILJHD[_uLLHruHD

Alamat

Desa/Kelurahan
Knbupaten/Kota

Terlamplr dokumen sebagal berikut :

{1} SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD} / S5PD-BPHTB disertai Bukti
Penerimaan Daerah {8PDJ*) '

{2) Fotokopi SPPT atau STTS/ Struk ATM bukti pembayaran PBB/ Bukt! Pembaya ran PBD
lainnya Tahun ... o B

{3} Fotokopl identitas Wailb Pajak berup'a .......................................................................

{4} Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)

(5) Fotokopl Identitas Kuasa Wajfb Pajak **)

(6) Fotokopl Kartu NPWP :

(7. et reesarrEases b aae ARt e e

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.

Keterangan: . 2
*) coret yang tidak periw: ! Wa|lb pajak/Kuasa Wajlb Pajak *)
**) dalam hal dikuasaka -

PENELINIAN

Setelah melakukan pemerlksaan dan penelaahsn SSPD-EPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami
menyatakan bahwa:

- Data objek pajak yang tercantutn dalam SSPD-BPHTB telah sesual }__
- Nilal BPHTB terutang yang tercantum dalam S5PD-BPHTB telah sesuait
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan tefah lengkap

! .20
Fungsi Pelayanan




FORM PENGAJUAN DATA

Dengan hormat, )
Sehubungan dengan proses pepelitfan SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan
permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak :
NPWP ALy L) O0TTT T O

Serta data objek pajak atas

Nomor Objek Pajak (NOP) |__|_j L DI O O CII11 O

H
|

Atas perhatian dan ke.i'jasamam'ra kami mengucapkan terima kasih.
) i

H

i

s : . 20
' Fungsi pelayanan




DATA OBJEK PAJAK

Dengan Hormat, _
Dihawah ini merupakan data yang;anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BY‘HTB, yaitu:

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP (0O OI11 O

3. Perolehan Hak Selama Tahun Berjalah :

b.__ . o
C. .____!______ _
d ___ I
e,
I
4.Nomor Obrek Pajak (hde)- [ [ 1 [T {1 [T 11 (171 111 [
PBB: i
5. Letak tanah/bangunan: )
6. Kelurakian/Desa: 7. RT/RW:
8. Kecamatan: ; 9. Kabupaten/Kota;
Penghitungan N!OP PBB:
Luas NJOP PBB /'m
Uraian - | (Dilsi luas tanah dan ataJa bengrnatﬂllsl berdasarkan SPPT PBB tahyn Luas x NJOP PBB } nf
yang haknya terjadinya
diperoleh) perolehan hak / tahun........)
Tanah {(bumi) 7 m 9 11|Rp
Bangunan ‘18 10 12Rp
NJOP PBB 13Rp

Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB. Terima Kasih

.20
Fungsi Pengelolaan Dita
& Informasi
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Lampiran Il : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR | :19 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 OKTOBER 2011
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
- HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SEKADAU

i
i

Lo
PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM :

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk/
Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib
Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta
Tanah atas setiap akta. pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini mglibatka‘n Bank yang ditunjuk atas penerimsan pembayaran BPHTB dari
Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis dalam pelaporan BPHTB adalah sebagai berikut :

1. Pelapcran BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

a. Berdasarkan prbsedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB
lembar 3 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang
melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

b. Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 3, Bank yang Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit
dan membuat ;Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB iembar 3.

i
¢. Bank yang ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara
Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening
penerimaan kas daerah.

d. Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk.
Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku
Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan
BPHTB ke dalam Register STS.

e. Secara periodik, Ban yang ditunjuk menyampaiken Register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan Arsip BP BPHTB ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

f. Fungsi Pembukuan den Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan Arsip BPBPHTB.
‘2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalul Bendahara Penerimaan Dispenda.
a. Berdasarkan pr’bsedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsi.p SSPD

BPHTD lembar 3 atas sefiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak
secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.



H
I
I
.

i
b. Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 3, Bendahara penerimaan mencatat
penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara

Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB.
Bendahara Penerimaan inengarsip SSPD BPHTB lembar 3.

¢. Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB
yang dilampiri ‘dengan Arsip BPEBPI{TB, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta
Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

d. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang difampiri
dengan Arsip BPBPHTB, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.
-
3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD
BPHTB lembar, 5 dari Wajib Pajak.

b. PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

¢. PPAT menyampalkan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan.

d. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dap/atau Bangunan.

4. Pelaporan Reallsésl PAD

a. Berdasarkan prosedur C.1, C.2, dan .3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD B-HTB lembar 6, Buku
Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

b. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan
menyusun Laporan Realisasi PAD.



C. BAGANALIR .

Prosedur Petaporan
BPHTB —_
Peajabsat
Uraian Bank yang Ditunjuk Bendahara Petierimaan Pembuat Akta Fungsi Pembukuan & Pelaporan
Tanah
1. Berdasarkgn SSPD-BPHTB lembtar 5, Bank yang Dari prosedur
Ditunjuk menerblitkan Nota Kredit ates penerimzan 2 (Presedur
BPHTB darl Wajlb Pajak. Pe;nhaya;m

g.eaen‘.c yang Ditunjuk menyershkan Nota Kredit ke
ndahara Penerimaan.

3.._Berdasarken- SSPD-BPHTG lemoar 6, Bank yang
Ditunjuk membust Reglster SSPD-BPHTH.

4. Bank yang Diunjuk memberikan SSPD-BPHTE lombar
6 dan Register SSPD-BPHTB ke Fungs! Pembukvan dan
|Petaporan,

Manytapian
Register
SSPD-BPHTB

5. Sementara iu, Bendahgra Penerimuan menedma
SSPD-BPHTE lombar 5 dan lembar 6 atas penerimaan L 4

] 'ﬁagistalr
pembayarah BPHTB secara tunai. Nota " ‘ SSPD-BPHTB

€. Bendohara Penerimaan merncatat panerimasn datam

fombar 6!
Buku Penerimaan & Penyaetoran dan membuot Reglster - {fombar €)
SPD-B8P1TB berdasarnm SSPD-BPHTB lembar 6.
h. Bendahara Penerimaan kemudian manyerahkan

|Register SSPD-BPHTB yang didampiri dengen SSPD-
BPHTE «embar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Ka;l;)nu%?m & pombukusn &
B. Sedangkan atas penermsan Nots Kredlt dari Bank ?,ﬁtam,an" Lpeluporan
yang ditunjuk, moka Bendahara Penerimaan mencatat

penefimaan BPHTB dalam Buku Penerdmaar &
FPenyetoran dan Register STS.

9. Bandahara Penedmaan kemudian menyerahkan Buku
Pencrimaan dan Penyetoran baserts Register STS
kepada Fungs! Pembukuan & Pelaperan.

pare
Realisast

10. PPAT menerima SSPD-BPHTB lembar x dan =

menylapkan Laparan Penerbitan Akta Pemindahan Hak

atas Tenah darvatgu Bangunaan. Reallsas!
PA

11. PPAT memberikan Laporan Penerbitan  Ak:a
Pemindahan Hak atas Tanagh davatau Bangunan ke
Fungst Pembukuan & Pelaporan.

12. Fungsl Pemtukuan & Pelaporan menarima Jokumen
berupa Reglister SSPD-BPHTB, SSPD-BPHTE lembar &,
Buku Penerimagn & Penyetoran, Register STS, dan
Laporan Penerbttan Akta Pemindatian Hak a.as Tanah
dan/atau Bangunan.

13. Berdasarkan dokumen-dokumen tersabut, Fungsi

|\ [Pembukusan & Pelaporan menyusun laperan realisasi
PAL




D. CONTOH LAPORAN

LAPORAN PENERBITAN AXTA OLEK PPAT
Bul3n TAHUN
Nama PPAT KepadaYih.
Alamat Kepala Dinas Pendapatan Daerah
NPWP Kabupaten Sekadau
DaerahKerja
N ATA | . ‘P‘MWTJWNFWP i i TTas T | warea | SPETPES | ssp SSPDBPHTB
BENTUK - - T R TRANSAKS]
NO PIHAK YANG JENISDAN LETAK 7ANAH DAN
PEREUATAN PIHAX YANG BANGUNA [PEPOLEHAN/PEN| NOP | NIOP |TANGGA TANGGA
URUT OMOR HAK UNAN RP
NOMOR (TANGGAL fukgM | MENGAUKGN/ L o | M BANG TANAH | caumana | Takon | ) | L | BB 0 | B
MEMBERIKAN
{rP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 » 13 14 15 16 )
11

Nama PPAT




L]

Diluar Tabel
Nama PPAT

Alamat
NPWP
Daerah Kerja
Kota

Bulan

Tahun

Didalam Tabe!
Kolom 1

Kolom 2

_Kolom 3

Kolom 4
Kolom &
Kolem 6

Kolom 7

Kolom 8

Kolom 8 dan 10

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA DLEH PPAT

i

:Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh:

Octavianus, SH, atau Birgitta, SH..

: Alamat PPAT yang bersangkutan.

. NPWP PPAT yang bersangkutan,
. Kabupaten Sekadau

: Sekadau ;
: Bulan bersangkutan '
: Tahun bersangkutan

- Nomot urut pengisian tabel.

: Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.

: Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh:

tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 — 10 —2011.

. Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.
: Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh:

John beralamat di JI. Merdeka Timur No. 9 dengan NPWP 49.171.680.9-
045.000 ditulis; John (baris 1), JI. Merdeka Timur No. 9 (baris
selarjutnya), 49,171,680.9-045.000 (baris sefanjutnya).

: Nama, alamat, dan NPWP pihak yarg menerima (cara penulisan seperti

kotom 5)

: Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan
kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.

- 'Hak Milik =M

- Hak Guna Usaha =U

- 'Hak Pakai =P
‘Contoh: Hak Milik No. 373/ Merdeka Timur terietak di Desa
Mungguk
Ditulis:

- M.373/ Mungguk (apabila dialihkan seluruhnya)
- :M.373I Mungguk sebagian (apabila dialihkan sebagian)

b. Apel'fbila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari petuk pajak
yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat
bukti hak yang bersangkutan.

Contoh  : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa pajak
; tahun 1860 - 1964

Ditutis = : V.| No 47/465 tahun 1960 - 1964

Confoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok tl.D persil 30

Ditulis - : C. No. 385 Blok II.D ps.30

. Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut

kelurahan/desa yang bersangkutan.

: Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperolsh/dibebani.



Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

Kolom 14 dan 15

Kolom 16 dan 17

Kolom 18

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m? denyan bangunan lantai dasar
seluas 50 m? dan lantai satu seluas 25 m?,
Ditulis : Kolom 9 = 200, kolem 10 = 75.

: Diisi harga yang sebenamya sesuai akta.

Contoh : Harga jual bsli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
Ditulifs : 100.000.000

. Diisi bardasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No. SPPT 31.74.021.002.040 — 0124.0/11-01
Ditulis : 021.002.040 — 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah
o sehubungan dengan terbatusnya lebar kolom)

: Diist NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi

NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1 : Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT
: (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp.
- 250.000.000

Ditulis ~ : 250.000.000 ;

Contoh 2 : Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan
. bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100m? dan
i | bangunan 25 m? adaiah sebagian tanah atau seluas 50 m?
i | dan keseluruhan bangunan selues 25 m>. Diketahui NJOP
' (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 m?) dan
i bangunan adalah Rp: 50.000.000 (untuk 25 m?), maka:

; - NJOP tanah seluas 50 m® :  Rp. 100.000.000
. - NJOP bangunan seluas 25 m®>  : Rp. 57.000.000

| - Total NJOP © Rp. 150.000.000
b Ditulis : 150.000.000

. Diisi ténggal pembayaran {(dengan angka seperti kolorn 3) dan besarnya

pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan
atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya

pembayaran BPHTB.

: Mencantumkan keadaan lanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan

dengan keterangan.
a. Penuhlseluruhnya atau sebagian atas tanah dan atau bangunan.
Contoh - Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. chantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akia dan dckumen
ke Kepala Kantor Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran)
dan atau tanggal penyampaian.

Contoh: - d.i301/4097/11 atau
- - tanggal 10 -7 - 2011

c. Di\Si hubungan keluarga anfara pemberi hibah wasiat dengan
penenma hibah wasiat
Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak
Ditulis :ayah-anak



Bendahara Penerimaan ;

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
REGISTER SSPD BPHTB

DINAS PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN .........

" CONTOH DOKUMEN REGISTERSSPD BPHTB < - - |

NP, e

———[No:[-""WNo:STS | Tanggal] Kode Rekening] ___ Uralan . |  Jumlah | _ Penyetor | _Keterangan
S S B I 3 4 | .5 6 AR Bt B
e - - S - -
’._ — e ——— e ——— e .__,____._.__T,L_‘_____, —— e —§ - — - — =
Mengetahui/Menyetujui SEKADAU, Tanggai «..cveeeerarersnnsncanns
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Nama Nama



SKPD
Perlod

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

BENDAHARA PENERIMAAN

PENYETORAN

*CONTOH FORMAT BUKU PENERIMAAN DAN ¥

Penerimaan

Penyetoran

Nomor Tanggal

No.gukti

Cara Pembayaran

Kode
Rekening

Uralan

Jumlah

Tanggal

No. 5TS

Jumlah'

Keterangan

3

4

5

7

10

Kas di Bendahara
- Saldo Awal
- Jurulah Penerimaan

- Jumlah yang Disetorkan

Sal do Kas di Bendahara Penerimaan

Terdiri

a. Tunai Sehesar
b. Bank Sebesar
c. Lainnya

Pengguna
Anggaran

.................................

Mengetahui/Menyetujui

Sekadau, tanggal......courvreeen.

Bendahara
Penerimaan




SNALAd NOWIS
dLL
NVAviAsS ILvdnd

eleyepuag
jedduel ’ - . NVAVIAS

687 J0WON] 10T UNyel nepeyas uajednqe] yelse(| elLog

uere33ue eundduay
ninyeAuain/inyeladuain

G 2R

T edueisgey - | 0kueg

S15 3151934 NIWRNOA HOLNOD

NYUHVOONY NNHVL
HYY3¥d NV.LVdYON3Id SYNIQ
H3181934
N3ivdnavi VINIY3N3ad

ueetuliouad eleyepusg




Lampiran IV . PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR " 19 TAHUN 2011
TANGGAL . 19 OKTOBER 2011
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
- HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SEKADAU

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan kaiena BPHTB
terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dtbayar salah tulls salah hitung, dan kena

bunga/denda.

Prosedur penetapan Su’rat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/ Kurang Bayar
Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa
BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) Kurang ‘Bayar dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh

Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam
menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga pada saat jatuh
tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungs! Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database
Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTS, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar
SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah-langkah teknis dalam penagihan BPHTB adalah sebagai berikut :

1. Penetapan STPD BPHTB

a. Berdasarkan proseduf pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

b. Fungsi Penagihian lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang
dibayar, salah tulls, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

c. Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah salah hitung,
dan kena bunga/denda maka Fungsi Panggihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang

tidak/kurang dibayar, galah tulis, salzh hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan
kemudian mengarsip daftar tersebut.

d. Fungsi Penagihan menertitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, safah hitung, dan kena bunga/dendz. STPD BPHTF
dicetak rangkap 2.

e. Fungsi Penagihan i'nengarsip STPD BPHTB (Ierhbar 2).

f. Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Waijib Pajak.




(¥ ]

g.

h.

Fungsi Penaglhan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang
telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. ,

Waijib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB tel utang sesuai dengan
prosedur pembayaran BPHTB.

2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/ Kurang
Bayar Tambahan BPHTB

b.

Penerbitan Surat Teﬁuran

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebeluinnya, maka Fungsi Penagihan akan
mengarsip SSPD;BPHTB yang telah dibayarkan oleh Whajib Pajak.

Fungsi Panaglhan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima}
tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan memaiiksa nilai BPHTB
terutang yangtercantum dalam ]SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang
ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB
yang kurang dibayar

Fungsi Penagxhan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak dlterbltkan Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB
terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut.

Atas SKPD Kurang Bayar yang| masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian
merierbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.

Berdasarkan daﬂar yang telah dlbuat Fung& Penagihan menerbitkan SKPD Kurang
Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kura g Bayar Tambahan (rangkap 2).

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lsmbar 2) dan SKPD Kurang Bayar
Tambahan (Iembar 2),

Fungsi Penaglhan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang
Bayar Tambahan (Iemhar 1) kepada Whajib Pajak.

Fungsi Penagihan memperbaharu Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB
Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Fungsi Penagihan memperbaharui| Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap
SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Waijib Pajak.

Wajib Pajak menierima SKPD Ku,'ang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan
membayarkan BPI-;ITB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.
|

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang
Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:

- Daftar STPD BPHTB

- Daftar SKPD Klirang Bayar

- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghuburgi dan melakukan
pendgkatan persuaéff kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.
Pendekatan persuasif, meliputi:

- Menghubungi wajib pajak melalui telepon

- Mengirimkan Su_r?t Pemberitahuan dan Himbauan



. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran
pajak secara mengangsur cleh Wajib Pajak yang disetujui, rnaka Fungsi Penagihan terus
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih

terutang.

. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran
pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tldak dlsetu;w maka Fungsi Penagihan
menerhitkan Surat Teguran (rangkap 2).

. Fungsi Penagihan mengarsnp Surat Teguran (lembar 2).

Fungsi Penagihan tp'engirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

. Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

. Fungsi Penagihan memparbaharu: Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang
dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga

dihimbau untuk menetapkan peraturan kepala daerah mengenai prosedur
penerbitan:

- Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

- Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

- Surat keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan
BPHTB oleh Waijib Pajak;

- Surat Keputusan Keberatan atas' pengajuan keberatan surat ketetapan
BPHTS oleh Wajib Pajak;

- Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB
oleh Wajib Pajak;



C. BAGAN ALIR

Bagan Alir 1: Penetapan STPD BPHTB

Uralan Wajib Pajak Fungsi Penagihan
2 \ Proseaedur
1. Berdasarkasn prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, .o i F"';:"_":_;"‘"'
rmaka Fungsl Penaglhan mengarsip SSPD BPHTB yang telah " :

dibayarkan oleh Wallbh Pajak.

- -t - M 0T o

2. Fungs! Penaglhan memaeriksa satlap SSPD BPHTEB terutang S3PD BPHTB . _
vang tidak/kurang dibayar, salah tulls, salah salah hltung, dan - - -
kena bunga/denda,

terutang yvang tidak/
kurang dibayar, salah
3. Atas S5P0 BPHTB terutang vang tidak/kurang dibayar, salah tulis, “'-hiturm. kena

tulls, salab salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsl Sends
Penaglhan menerbitkan Daftar SSPD BPHTEB vang tlidak/kurang FD AT vars
dibayar, salah tulls, salah hitung, dan kena bunga/denda. “Id;"(*l""-"t?":v-r- w
Fungsl Penaglhan kemudlan mengarsip daftar tersebut. iy e :l.u-r:gl:/a-_::;‘.g‘

4. Fungs! Penagihan menerbitkan STPD BPHTB.- berdasa-kan —

daftar SuaFD BPHTBE yang tldak/kurang dibavar. salatn tulls, I Menm;bpl‘tHkan sSTPD J

salah hitung, dan kena bunga/denda. Surat Taglhan BPHTE - Ta
dicetak rangkap 2.

5. Fungsl Penaglhan mengarsip STPD BPHTB {(lembar 2), TerrSar s

STPD BRHTE STPD BRHTB

&. Fungsi Penaglhan mengirimkan STPE BPHTE {fembar 1) i
kepada Wallb Pajak, 1
1

v
Mengirimkan Surat *
| Taginan BPHTD kenad:i
i

Walibh Pafjak

i

i
7. Fungsi Penaglhan memperbaharul Daftar STPD BPHTB ates I
setiap Surat Tagihan yang telah dikirlmkan kepada waljlb :

lainnya mengikurtl
prosaedur

sebelumnya i

i Daftar §STPD
| BPHTE

P

Pembavyaran dan { l
|

|

|

Pajak. Lembal 1 1 | flambar 1
H 1 i !
I sTPO BEHTE Y ' ! STPD BPHTE
- = —
1
&. wallb Pajak membayarkan BPHTB terutang menucrut STED i i ¢
BPHTB sesual dengan prosedur ocembayarar BPHTE. i 4 ;
+ . I Mer.perbaharul da“tar
* | | STPD BPHTE
Preses I i
|




Bagan Allr 2: Penetapan SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bavar Tambahan untuk BPHTB

SKPD Kurang Bayar rambahan {lembar 2).

6. Fungsl Penagihan menglimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1)
dan SKPD Kurang Baya¢ Tambahan (lembar 1) kepada Wajlo Pajak.

7. Fungsl Penagihan memperbaharul Daftar SKPD Kurang Bayar atas
:e}lakp SKPD Kusang Bayar yang telah dikirimkan kepada walib
ajak.

8. Fungil Penaglhzn memperbaharul Daltar SKPD Kurang Bayar
Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah
dikirimkan kepada Way)ib Pajak.

9. Walib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar
Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesual dengan
prosedur pembayaran BPHTE.

Lembar 1

| sk

PD Kurang I

Menogirimkan Surat
SKPD Kurang Bayar

SKPD Kurang

Bayar

Lambar

SKPO FUTEOZ Biver jug

Bayar

Uralan Waljib Pajak Lt Fungsl Penagihan

1. Berdasarken prosedur pembayararn BPFHTD sebelumnya, maka rosed

Fungsl Penzagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah . el

dibayarkan oleh Wajlb pPajak, Per“;:;YT;m"
2. Fungsl Penaglhan memerlksa setlap SSPD BPHTB yang telah l
berlangka waktu Si(lima) tahun semenfak ditayar cleh Wajib Pajak. Memeriksa pajek
Fungsl Penaglhan memerlksa nilal BPHTB terutang yang tercantum terutang yang kurang
dalam SSPD BPHTB tersebut. dibayar
Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang boyar, Fungsi Penagihan 1
kemudian menerbitkan Dzftar SSPD BPHTB yvang kurang dibayar.
3. Fungsl Penaglban juga memeriksa ‘setlap SKPD Kurang Bayar vang D ar Sioran
;elah b:rjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsl Bardasarkan S5PD gPHTA Da'ftarrar S50 Paftar $XPO Kumng ‘"""'B-k‘;"sdﬂx:m)

enagihan memeriksa nilal BPHTE terutang yang tercantum dalam Birmad o ook oe il ) Shirars ey 1"'“":ﬂ“ )
Mgy Kurang Bayar taroe it 4 ﬂm:r:;ul;m;l;k [ kurang dibayar kurang Sibeyar ut:lm m':f“
Ctas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsl Penagihan

emudlan menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih
Kuarmmg diboavar Menarbltkan SKPO Menerbitkan SKFO

Kurang Dayar K:::::.B:.vn
4. Berdasarkan daftar yang telah dlbuat, Fungsi Penaglihan
menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang
Bayar Tembahan {rangkap 2). (Carm
Lombar 2 tarmbar 1 tamB-r2
S. Fungsl Penagthan mengarsip SKPD Kurang Bayar {lembar 2) dan S e S pevar O amanan | RIS
Bayar Tembahan Tambahar

Mengiimkan Surat
SKPD Kurang Gayar

kepads VWallb Pajak

r
Lembar 1
SKPD Kurang Bayar

Tembahan

|
%
!

r
H
|
3 Ll
H

L

Proses
Pembayaran dan
alnnya menglkutl

presedur
sehelumnya

dafiar SKPD Kurang

Memperbaharul
Bayar

Daftar SKPFD
Kurang Bavar

Tambaiwao

Memperbaharul
daftar SKPD Kurang
Bayar Tambahan

Kurang Bayar
Tambahan

Daftar SKPD ‘,

Y




Bagan Alir 3: Penetapan Surat Teguran

Uraian

Wajib Pajak

Fungsi Penagihan

1. Berdasarkan prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB/
SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi
Penagihan menyimpan:

- Daftar STPD BPHTB

- Daftar SKPD Kurang Bayar

- Daftai SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi
Penaglhan memantau surat ketétapan BPHTB yang akan
mendekati jatuh tempo.

2. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsii Penaglhan
menghubungi dan melakikan pendekatan persuasif kepada
Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

3. Seteiah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh
Wajib Pajak yang disetujul, maka Fungsi Penagihan terus
melzakukan pendekatan persuasif kepada Waljib Pajak agar
melunasi BPHTB yang masih terutang.

4. Setelah 7 (tujuh} hari sejak Jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh
Wajib Pajak yang tidak disetujul, maka Fungsi Penagihan
menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

S. Fungsi Penagihar. mengarsip Surat Teguran {lembar 2).

6. Fungsl Penagihan mengirimkan Surat Teguran {lembar 1)
kepada wajib Fajak.

7. Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

8. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas
setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Lembe; 1

Su, at Taguran

Daftar STPD
BPHTB

. Daftar SKPD

Prosedur Penctapan 1 1

Kurang Bayar

paftar SKPD
Kurang Eayar
Tambahan

STPD BPHTB/SKPD
Kurang Bayar/ SKPD -~
Kurang Bayar selama 7 {tujuh) W
Tambahan harl sejak saat jatuh
tempo
pembayaran,
. meliputl:
!ﬂ_e'::::a" P‘:':::;ta" - Menghubungl
ok |1 ﬁ walib pajakmelatul
telepon
- Mengirimkan
Surat
Disetujul Pemberitahuan dan
Himbauan
N

fermintasn penundaan,
pembayaran pajak
secara mengangsur

Tldak disetujui

menerbitkan Surat
Teguran

ﬁnTr)!L-_'_L

Lembar 1

'
I Surat Teguran

Memperbaharul

Daftar Surat

Teguran \

Lembar 2

Suret Tegutan




STPD BPHTB

D. CONTOH LAPORAN

Tanggal: ?

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDAPATAN DAERAN
- SURAT TAGIHAN PAJAX DAERAH

. BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN
Nomar: 0001 : Tahun: 2012
Tanggal Penerbitan
Jumizh pajak yang terutang yang masih harius dibayar:  |Rp. { )
Letak Objek Pajak Nama & Alamat Wafib Pajak
NOP: NPWP:
Perincian Pajak yang Terutang

J Rp.
L Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/ SKPOB Kurang Bayar/ SKPDB Kurang Bayar Tambahan®)
2, Telah dibayar tanggal ... : i Rp.
3. Pengurangan , Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan {angka 2+ angka 3 Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar fangka 1- angka's) Rp.
6. Denda administrasi 2% x24 bulan xRp. __ langhat) Rp
7. Pajakyang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang  angad =00 Rp ]
8. Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7 - Rp.
Tanggal Jatuh Tempo: ; Tempat Pembayaran:

Bank Kalbar Cabarig Sekadau, Ke Rekening Kas Daerah, No.9501001143




'R

. Daftar SSPD BPHTE yang tidaklkqﬁng dibafar; salah tﬁ!is;‘sa:ah Hiiu'ng, dan kena bAdngald_e.n!da

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DINAS PENDAPATAN DAERAH .
Daftar SSPD BPHTE
vang tidzk/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

1 LI
| PAIAK YANG MASIH
3 NAMA DAN ALAMAT WP, NOMOR & TANGGAL PENERBITAN PAIAK YANG KURANG SANISI HARUS DIBAVAR

NO LETAK TANAH DAN/ATAU N e omavar@g) - | Aomwsmas | EEEERCAER

-+ |- --sancunan,noFree - T | - (Ao} e
R . 2 3 a 5 5
!

Fungsi Pelayanan

NiP




PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU]

DINAS PENDAPATAN DAERAH
Daftar SSPD BPHTB
yang kurang dibayar
—
PASAK YANG MASIH
NAMA DAN ALAMAT WP, SANKSI o I
) NO.  LETAKTANAHDAN/ATAU _ __ 1. NOMOR & TANGGAL PENERBITAN . _PAIAKYANGKURANG _ | oo .- --HARUS DIBAYAR GAN
BANGUNAN, NOP PBS §SPD BPHTB DIBAYAR (Rp) Ro) (Rp)
: “5
i 2 3 4 5 6 7
Fungsl Pelayanan

NIP




‘o w»

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DINAS PENDAPATAN DAERAH
DAFTAR SURAT TEGURAN
TAHUN adeenassden N
" PAJAKYANG
NAMA DAN ALAMAT WP, ' | MAS
No. |LETAK OP, YANG DITERB‘:'KAH JENIS ] TAHUN NOP, NO & YANGGAL SURAT TANGERL | PAIAK YANG KuRANG 223:155::3' ] m:;:::us KETERANGAN
) ’ o || DIBAYAR \ETERANGAN
e | SURAT TEGURAN. PAJAK.. | . .PASAK [...._.... .TEGURAN .. - |JATUHTEMPO| DIBAYAR - -(Rp) - ° (Rp). T
. | 748
1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10

Tungsi Pelayanan

Nip



i
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAL!
DINAS PENDAPATAN DAERAH

»

Kepada Yth,
Nama

NOP
Alamat

SURAT TEGURAN

Nomor

Menurut data kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak bphtbsebagai berikut:
i

NOP, NO & TANGGALSTPD

' BPHTB/ SKPDB KURANG Tanggal Jumiah

Janis Pajak Tahun Pajak Say RP/HSTI-(P/DB KUR:NG e Jatuh Tompo o
| A Pembayaran Pajak (Rp)
‘ TAMBAHAN {*)

3y

(*) Coret yang tidak perlu

(dengan huruf

Jumlah

belaku ,maka diminta kepada Saudara agar

melaporkan kepada kami,

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA
PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT
TEGURAN INL.

SESUDAH BATAS WALTU TERSEBUT, TINDAKAN

PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN

PENERBITAN SURAT PAKSA. '
e

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Palsa berdasarkan Peraturan Perundang-indangan yvang

melunasi jumlah tunggakan pajak BPHTB dalam waktu 21 (dua puluh satu Hari sejak surat teguran ini diterima

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera

2

Kepala Dinas Pendapaian Daerah
Pemerintah Kabupaten sekadau

NIP

v~ g .
YOHANES JHON ,

BUPATI SEKADAU
TTD

SIMON PETRUS

Berita Daerah Kabupaten Sekédau Tahun 2011 Nomeor 289




81

3

i
|

LampiranV  : PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 18TAHUN 2011
TANGGAL : 19 OKTOBER 2011
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
: HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SEKADAU

'PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam
menetapkan persetujuan/penolakan atas pangajuan pengurangan BPHTB terutang dari Wajib
Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan
berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan, sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kapala Daerah yang berisi
tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan. Prosedur ini
me'ibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelcla
database objek pajak di wilayah administratifnya.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah-langkah teknis délam pengurangan BPHTB adalah sebagai berikut :

1
{.

10,
1.

12.

Wajib Pajak mengirirrjkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan
dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Keteiepan BPHTE kepada
Fungsi Pelayanan. |

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi Pelayanan
kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Eerdasarkan dokumen
tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak
dengan menyiapkan Form Pengajuan Data. .

Fungsi Pelayanan mebgirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data &
Informasi. '

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan
Data & Informasi kemudian; menarik data terkait objek pajak dari Database Objek Pajak.

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data terkait
objek pajak. '

Fungs! Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi)
kepada Fungsi Pelayanan.

Fungsi Pelayanan men:alaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan
data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian
antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala
Daerah. :

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penclakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,

- Sural Keputusan Pengurangan BPHTE (untuk yang disstujui).

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Fungsi Pelayanan maﬁgin‘mkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi
yang ditolak) atau Suraf1 Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib
Pajak.

1
H

Waijib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai dengan
prosedur pembayaran BPHTB




C. BAGAN ALIR

Penatapan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB

Uralan

wWajlb Pajak

Fungsl Pelayanan

Fungsl Pengolahan Data & Informasi

1. Wajib Pajak mengiimkun Surat Pangaluan Pengurangsn
BPHTB yang dilampir] dengen dokumen pundukung peagsjuan

pengurangan dan Sall Surot K N BPHTE kep
Fungs| Pelayanan.
2. Fungsl pPensglhan  menerima dokummen  pengajuan

pengurangan BPHTB. Fungr] Penagihan kemudian memberikan

Tanda Terima Pengajuan Pangt gan BPHTB da Wallb
Pajak. " ot -

3. Fungst Pelayanan  mengarslp dokumen  pengajuan
Pengurangsn. - Berdasarkan dokumen tersebut,  Fungsl

Peloyanan kemudian mengajuken permintsan dara terkatt
objek pajak dengan menyiapkan Form ¢engajluan Data.

4. Fungsl Pelsyonan mengirimkan Form Peongejuan Data
kapada Fungsl Pengotahan Dats & informasi.

5. Furgil Pengolahan Data & (nformasl menernma Form
Pengajuan Oata. Fungsl Pengolshan Data & mormasi
kemudian menarlk data torksit objek pajak darl Database
Objek Pajak.

€, Fungsl Pengelahan Data & larormasi mungisikan Form
Pengajunn Date dengoan data tarkalt abjek pajak,

7. Fungsi Pengolohan Data & Informotl mengitimkan Form
Pongajuan Data {(vang talah terisl} kepado Fungsl Palayanan.

8. Fungsli Pelayanon menelash dan memeriksa pengajuan
Pengurongan BPHTE berdasarkan data objok pajak yang telah
diterima,

9. Fungsl Pelayanan menylapkan Berita Acara Pemeriksaan
dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang
ditolak] atou,

= Syrat Keputusan Pengurangan 8PHTB (untuk yang di: stujuit

10, Fungsl Peclayanan mengarslp Berita Acara Pemeriksaan.,

11. Fungsl Pelayanan menglrimkan Surat Penolakan Pengaluan
Pongurangan 8770 (bagl yang ditalak) atau Surat Keputusan
Pengura~gan BFHTE (bog! yang dise-ujul) kepada Wajlb Pafak.

12. waljib Pajak menerima surat ketotapan BPHTB dan
melakukan pembayaran sesual dengan prosedur pembayaran
BPHTB.

ok —t F Surat
PaAuUrangsn BIas mures Taglhan/ Kureng Bayar/
kmtatepsn BEHTE J Wiwang Bayel Tembahan

nat Surat

BPHTE

Wath, Penciakan
Papgejuan

Qltolak

Dlsetuju

Forrn Pongaluan
Data

Optabasa
Onjak Pajak

PFenylapan Osta
Yarkak Obywk Palux

Farm Pangsjusn

Memberikrn Tanda !
n Ta Mo aaafuken dats
Torima Fengsjusn
marangar tersit cbjek pajek
Form Pengaluan
Data
R [form rerasiven.
I
ajuan [l s Data Tariil}
pongurangan

|
\ Arslp

Manarbikan Ducita Acura
Pamanikcasn K Su
#n Penguranasn

| =g

Pargpureigan AFHTR

Sute1 Keputusan
Pengurangan

Qerits Acara
M

BPHTE ™

T lirg ImOat 3 (tigs)
tarian et et Sutat

Porqurengan diterime
N

}

‘.. Corr

grogriviaan

L Surat Keputuaan L] rila scars t
Pengursndsn | ) Pamartieaan 1
- R

:Aru!p;

Oata (Tartal)
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NOP v mtesssesesere s s e s 22en 1 i A AR e
LetaK OBJEK 1 imriveirriiieimememiniesitseimtmimemem e smems msmemen s acsrsssessoses msma essenses
DESA/KEl tuesrscemnrcemeeesececememsesssessmemreesens oo ssss s s csseessees e
Kecamatan ; .........................................................................................
KBD/KOT@ i himimrvecrmerersnscomimememememssesasmsmsmamememmsmssme mememsmemem s sese et nems e

KEDUA  :Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka
Besarnya BPH'iI'B yang seharusnya dibayar adalan sebagai berikut:

i
:

a. BPHTB Terhutang ; RPuerewrercreememsesee
b. Besarnya Pengurangan (... 1 =
¢. Jumlah BPHTB yang szharusnya dibayar RPerimecncemearvenconse
(SEDESAIL. ... et ismresermssenirmrm e e st es )

KETIGA : Apabila dikemudién hari ternyata terdapat kekelirua n dalam keputusan ini
Maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT :a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak:

b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapantan Daerah
Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di.....ccuuiwinemmeesnermmroneins
Pada tanggal...c..ccvmemmemrmenrassecinimemines

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sekadau

------------------------------------

NP e }

Coret yang tidak perlu
/- Diisi; sesyiai keperluan

R ‘ﬁ’\}

L ;:7\ y
7 dirSekadau

Pivndangka [

’ % =5 L : BUPATI SE 1
{"qldatana_l'30-li)§§qmr2011 KADAY
[SekpAfns Daérah Kabupaten Sckadau TTD

SIMON PETRUS
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2)

3)

1)
2)

Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuzi dengan ketentuan yar.g berlaku.

Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB YV

FASILITASI

Pasal 13 _
Kepala Dispenda melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan:
Bupati.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan, inelaksanakan
sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan

asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati Sekadau
ini.

. BAB VI
! KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati Sekadau ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, meinerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupgten Sekadau.
Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 19 Oktober 2011
| BUPATI SEKADAU
g | TTD
| SIMCN PETRUS
Diungdangklan di Sekaqau

/ YOHANES JHON
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